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ABSTRAK 
Pralina Ratih Savitri 
NRP 91030832 
pralinasavitri@ymail.com 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan manakala terjadi perselisihan 
jumlah utang jika debitur wanprestasi, dan pelaksanaan eksekusi Sertipikat Hak 
Tanggungan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Akta Sertipikat 
Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial manakala terjadi 
perselisihan jumlah utang jika debitur wanprestasi, juga tidak dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengambil tindakan dengan parate eksekusi. Badan 
Pertanahan Nasional bukanlah suatu lembaga yang ada dalam lingkup peradilan, 
sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan grosse akta, sekalipun 
undang-undang mengatur demikian. Kesimpulan dan implikasinya adalah banyak 
kendala dalam pelaksanaan eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan, untuk itu perlu 
adanya suatu petunjuk pelaksana dan adanya suatu kesepakatan bersama antara 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Mahkamah 
Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menerbitkan Surat Edaran yang 
ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Bank mengenai kekuatan 
sertipikat hak tanggungan sebagai dasar ekselrusi hak tanggungan. 
Kata kunci: Kekuatan eksekutorial, Hak Tanggungan, Wanprestasi 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate and analyze the strengths 
eksekutorial Mortgage Certificate when there is a dispute the amount owed if the 
debtor defaults, and execution Mortgage Certificate. The results obtained from 
this study is that the Deed of Mortgage Certificate has no power when 
eksekutorial dispute the amount owed if the debtor defaults, nor can it be used as a 
basis for taking action by parate execution. National Land Agency is not an 
institution that is within the scope of the judiciary, so that does not have the 
authority to issue certificates grosse, though such laws regulate. Conclusions and 
implications are many obstacles in the execution of Mortgage Certificate, it is 
necessary the existence of a further implementation guidelines and the existence 
of an agreement between the Minister of Agrarian I Head of National Land 
Agency to the Supreme Court as the highest judicial institution to issue a Circular 
Letter addressed to the Land and the National Bank on the strength of mortgage 
certificates as the basis for the execution of mortgage. 
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